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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dirancang dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun dan dituangkan dalam buku ini. Buku ini berisikan Rencana Kerja
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2016, dan merupakan
dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang penyusunannya mengacu pada Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun
2015 - 2019, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Ditjen PHLHK.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2016 ini maka diharapkan tidak hanya
memberikan arahan kepada seluruh jajaran Ditjen, akan tetapi juga dapat memberikan
informasi kepada unit lainnya di lingkup KLHK, maupun di luar KLHK, mitra pembangunan

dan masyarakat luas.

Jakarta, Juni 2016

Direktur Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

il.
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Setelah bergabungnya dua Kementerian antara Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal
Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutan terdiri atas Sekretariat
Ditjen Penegakan Hukum LHK dan empat Direktorat, yaitu Direktorat
Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Pengaduan, Pengawasan,

dan Sanksi Administrasi, dan Direktorat Penegakan Hukum Pidana

Direktorat Jenderal
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sekretariat Ditjen
1 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
| | I |
Direktorat i Direktorat
Direktorat Direktorat
PENCEGAHAN DAN —— PENGADUAN, PENEGAKAN HUKUM
PENGAMANAN HUTAN LINGKUNW e PENGAWASAN DAN PIDANA
‘ SANKSI ADMINISTRASI

Gambar [.2 - Struktur Organisasi Ditjen Penegakan Hukum LHK

Adapun tugas Ditjen PHLHK adalah menyelenggarakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman

Rencana Kerja 2016 1



Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
KehutananKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.! Dalam
melaksanakan tugasnya tersebut, Ditjen PHLHK menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut? :

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan
pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan
pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi,
perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan
kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan
pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan
pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi,
perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan
kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum

lingkungan hidup dan kehutanan;

C. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang  penyelenggaraan  pencegahan, pengawasan,
pengamanan, penanganan  pengaduan, penyidikan,

penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam
ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan
operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan;

d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan,
penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum
administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan
hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan

hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

1 Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1108 dalam Peraturan Menteri LiIngkungan Hidup dan Kehutanan No P. 18/MENLHK-11/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2
Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1109 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.18/MENLH-1I/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Kerja 2016 2
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e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanan
urusan  penyelenggaraan  pencegahan, pengawasan,
pengamanan, penanganan  pengaduan, penyidikan,

penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam
ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan
operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan di daerah;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan
pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi,
perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan
kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan;

g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Menteri.

B. Rantai Nilai

Pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PHLHK termaksud di atas mesti
mengarah pada arah tujuan Kementerian LHK sebagaimana ditunjukkan pada

diagram Rantai Nilai Kementerian LHK.

Sekretariat Jenderal

Inspektorat Jenderal

\

» Lingkungan \
yang baik dan

Pengendalian Pencemaran & Kerusakan

Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 ‘ e E sehat
& o R 3 k
e Pengelolaan Hutan Produksi Lestari | Ez= I FShatnt \
g =g < Kesejahteraan \
= Pengendalian Kerusakan DAS & Hutan Lindung ‘ —2. 0 E = Rakyat /
P (0] /
& Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan & é 5 2 2 » Pembangunan /
Perubahan Iklim &

Berkelanjutan  /
(sustainability) /

Konservasi SDA & Ekosistem |

Pengembangan Sumberdaya Manusia

Internalisasi, Efisien, Efektif, dan Berkeadilan

Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi /

Gambar [.3 - Rantai nilai Kementerian LHK
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Pemodelan logis tentang kontribusi Ditjen PHLHK pada pencapaian sasaran

strategis kementerian LH ditunjukkan dengan diagram pada Gambar 1.4

Pencegahan

Penguatan Kebijakan, SOP, Sarana, dan Prasaran

Penguatan PPLH, Polhut, dan PPNS

Pengaduan

Dukungan Staf dan Anggaran

Sanksi
Administrasi

Keamanan
Lingkungan dan

Hutan

Penyelesaian
Sengketa

Pengawasan
Pengamanan

Penguatan Jaringan Kerja

Gambar [.4 - Rantai nilai Ditjen Penegakan Hukum LHK

C. Aspirasi Stakeholders

Berikut adalah beberapa masukkan dari hasil penggalangan

aspirasi stakeholder tersebut untuk penegakan hukum lingkungan

hidup dan kehutanan :

1.

Ada tiga prioritas yang tercermin dalam visi dan misi Joko
Widodo - Jusuf Kalla, yaitu : tata kelola, akses informasi,
dan keadilan yang menjadikan pentingnya prioritas
penegakan hukum. Pemerintah harus memberikan akses
yang besar bagi masyarakat. Artinya, informasi perizinan
tidak boleh lagi menjadi domain yang tertutup dari
masyarakat. Yang pada akhirnya masyarakat dapat ikut
serta mengawasi untuk membantu pemerintah. Kegiatan
pengawasan dan kegiatan penegakan hukum diharapkan
tidak hanya bersifat eksekutif, namun juga harus bersifat
yudikatif dan perlunya independensi yang kuat antara
pelaksanaan dan pengendalian. Monitoring dan evaluasi
izin-izin usaha dan kasus kejahatan lingkungan harus lebih

ditingkatkan kinerjanya.

Rencana

Kerja 2016 4
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam melaksanakan mekanisme penegakan hukum, ada
tiga hal yang menjadi pilar utama yaitu sebagai pembuat
kebijakan, sebagai pelaku kebijakan, dan penegakan
hukum. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
harus didukung UU No. 32 Tahun 2009 terutama untuk
pasal-pasal terkait penegakan hukum dan kemampuan
untuk meyakinkan kementerian lain akan pentingnya
pertimbangan UU No. 32 Tahun 2009. Beberapa hal yang
harus dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk mendukung perlindungan terhadap
lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu strong leadership,
sustainable development, dan manajemen yang solid. Strong
leadership diperlukan untuk mendorong sektor dalam
melindungi lingkungan.

Penegakan perangkat legal dan regulasi harus tetap
dilaksanakan karena hutan dan lahan tidak hanya perlu
dijaga tetapi juga dimanfaatkan. Perlu adanya lebih
kejelasan tentang batas-batas kawasan hutan dan lahan
karena kawasan tersebut dimanfaatkan oleh berbagai pihak
Penggabungan dua kementerian ini membutuhkan
perubahan cara kerja dan koordinasi hingga ke daerah agar
tidak terjadi saling lempar urusan dari daerah ke pusat dan
sebaliknya. Pembagian tugas-tugas penegakan hukum
antara pusat dan daerah harus benar-benar selaras. Jalin
menjalin sehingga alam yang kita miliki sekarang adil dari sabang
sampai merauke dan antara generasi

Kebakaran hutan yang terjadi secara besar-besaran di pulau
Sumatera dan Kalimantan sangat merugikan dan mengganggu tata
kehidupan. Pemerintah harus bekerja di luar aturan atau bahkan
melanggar aturan demi kepentingan yang lebih besar. Pada kasus
lain, ancaman kepunahan keanekaragaman hayati yang terus
meningkat juga menjadi perhatian yang besar. Salah satu solusi dari

masalah kelangkaan tersebut adalah harus dilestarikannya habitat

Rencana Kerja 2016 5
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mereka. Pelaksanaan di lapangan terhadap peraturan-peraturan yang
sudah dibuat harus lebih ditegakkan untuk mengurangi angka

kejahatan terhadap spesies langka yang dimiliki oleh Indonesia.

Disamping diskusi antar lembaga, Pada tahun 2014 telah dipublikasikan
Indonesia Forest Governance Index di mana kapasitas Penegakan Hukum menjadi
salah satu aspek yang dijadikan bahan penilaian. Hasil pencapaian Kapasitas

Penegakan Hukum adalah sebagai berikut:
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Keadilan atas Kepastlan Kapasitas Transparansi Kawasan atas Penegakan Pengelolaan

Sumberdaya ) Per kan Pengelolaan Hutan Sumberdaya Hukum Hutan
Hutan Hutan Hukum Hutan Hutan

Gambar L.5 - Indeks Tata Kelola Hutan Indonesia (UNDP, 2014)

Hasil Aspek Kapasitas Penegakan Hukum di Kabupaten
mendapatkan nilai terendah diantara capaian nasional, pusat, dan
provinsi yaitu 28.38. Sedangkan di level Nasional dan Pusat, kapasitas
penegakan hukum mendapatkan nilai secara berturut-turut 35.92 dan
46.25. Angka ini menggambarkan perlunya kerja keras pemerintah baik
pusat dan daerah untuk melakukan perbaikan kinerja penegakan
hukum untuk pengelolaan hutan. Meskipun ada peningkatan hasil nilai
dibandingkan dengan hasil indeks pada tahun 2012, indeks tahun 2014
menggambarkan masih ada beberapa tantangan utama dalam kerangka
penegakan hukum khususnya pada tingkat provinsi dan kabupaten

yang harus diselesaikan demi meningkatnya kapasitas penegakan

Rencana Kerja 2016 6
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hukum lingkungan hidup dan kehutanan ini. Tantangan utama dalam
meningkatkan kapasitas penegakan hukum kedepan adalah sebagai
berikut :
* Mekanisme Penanganan Pengaduan di bidang kehutanan dan
lahan yang mengintegrasikan perlindungan whistle blower
*+ Mekanisme sistem pengawasan terhadap penataan perizinan
hutan dan lahan yang memanfaatkan kemampuan kontrol
publik dan pemerintah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
yang baik
Peningkatan upaya penegakan hukum sendiri sudah mulai dilakukan melalui
multidoors approach. Penerapan multidoors approach ini memiliki dua macam
tingkat, yaitu tingkat gerakan dan tingkat lapangan. Pada tingkat gerakan, CSO yang
mempunyai kegiatan untuk melakukan advokasi dan pencegahan korupsi sekitar
30% dari jumlah CSO yang ada. Sedangkan pada tingkat lapangan, jumlah penyidik
yang telah dilatih untuk mengikuti pelaksanaan pendekatan multidoors kurang dari
10%.
Tata Kelola Hutan di Indonesia selama ini dapat dikatakan belum

sepenuhnya maksimal. Tercatat data kerugian negara sebaga berikut:

. 35,7 Juta Ha Non-Hutan yang butuh restorasi (IDR 28 Juta / Ha).

. Kerugian karena Illegal Logging & Missmanagement sekitar IDR 91
Trilyun.

. Kerugian karena Kebakaran Hutan IDR Trilyun-an.

. Kerugian karena banjir dan tanah longsor IDR 210 Milyar.

. Kerugian pelaku usaha-ekonomi biaya tinggi (30% dari biaya

produksi) sehingga tidak kompetitif .
. Meningkatnya laju deforestasi yang pesat.
. Konflik: hilangnya rasa aman, berkurangnya kesempatan mencari

penghidupan, dan kekerasan fisik.

Rencana Kerja 2016



Perencanaan Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Bedasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)
dalam Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan perlu mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan
pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, KLHK dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender akan melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Di Indonesia, isu kesetaraan gender menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih berusaha
terus diperjuangkan baik ditingkat eksekutif maupun legislative. Dalam rangka mendukung
percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperlukan Sosialisasi dan Advokasi
Pengarusutamaan Gender. Untuk memenuh pelaksanaan pengarusutamaan gender,
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk
Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dengan gambaran umum Pelaksanaan
kegiatan:

Sekretariat DireKtorat

Jenderal . . o
Indikator Kegiatan Target PUG Output PUG Verifikator
PUG
Sub Kelompok Terlaksananya Sub SK Sub Pokja PUG
ot = . Terlaksananya E B A
Kerja Kelompok Kerja £ Sy lingkup Ditjen
» PPRG PUG lingkup 8
Kegiatan PUG Pengarusutamaan Pengarusutamaan Ditie PHLl‘iK PHLHK
) Gender Gende UKE 1 ren (1 Laporan)
Kelompok Kerja
Pengarusutamaan |-
Gender Pelatihan Pembuatan g
Data Terpilah Gender D‘“‘: o i
Gender

dan Kelompok Usia

Sosialisasi dan

Pelatihan

Indentifikasi Kegiatan |

Data Kegiatan yang
Responsive Gender

Laporan Pelaksanaan
Sosialisasi dan

Anggaran Responsif
Gender

|

TOR/KAK yang
Responsif Gender

Advokasi PUG yang Responsive lingkup Ditjen Advokasi PUG
Gender PHLHK (1 Laporan)
Pelatihan Penyusunan GBS, GAP dan

Untuk menemukan dan menyusun data kegiatan yang Responsive Gender lingkup Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tahun 2016, perlu di lakukan
Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan
sehingga pemahaman tentang Gender menjadi permulaan di dalam indentifikasi Kegiatan dan
Proses Penyusunan GBS dan GAP di tahun tahun berikutnya.
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BAB 11
SASARAN DAN INDIKATOR

2.1 PETA STRATEGI

Perumusan program, sasaran, kegiatan, serta identifikasi potensi dan
permasalahan yang datang dari internal maupun eksternal, menghasilkan sebuah
peta strategi yang akan digunakan sebagai pedoman/arahan dalam melaksanakan
tugas yang diemban selama periode 2015-2019. Strategi ini dibutuhkan untuk
meningkatkan kinerja dari setiap bagian Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini yang pada akhirnya dapat tercapai sasaran
strategis pembangunan Lingkungan Hidup tahun 2015-2019 dapat tercapai sesuai
dengan yang diharapkan. Peta Strategi yang akan dijadikan acuan Direktorat
Jenderal Penegakann Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjalankan

fungsinya, digambarkan pada Gambar II.2.

Menjaga KuaHtas Lingkungan Hidup | Memanfaatkan Potensi Sumberdaya Hutan & Lingkungan Hutan 1 Melestarikan Keseimhangan Ekos(stem

Terwujudnya keamanan lingkungan dan hutan melalui peningkatan ketaatanterhadap hukum lingkungan dan kehutanan

PETA
STRATEGI
- GAKKUM
1 Strategis Pro. £ . g KLHK
SIS HAH AN oL Penyelesaian Pengaduan dan KBS A pe et - Penyslesaian tindak pidana LHK ‘
dipertahankan dari Ganguan admin & perdatasebesar 75% X
Pengawasan terhaap izin LHK 5 (P21) sebesar 75% dari kasus
Keamanan Hutan Meningkat dari jumlahkasus & sengketa 2
: sebesar 100% pidana yang ditangani
Setiap Tahun ] yang ditangani
Jej Kemitraan &
Pengembangan Pembinaan & Pelsyanan Pendayaginesn Pendayagunaa.n Pendayagunaan
& Penguatan Peningkatan Masvarakat Dana APBN Dana Institusi Sumber Daya
Jejaring Kerja Kapasitas Daerah < Donor Penunjanglain
N e \ (- S | Prinsip Kerja

vansps Penegakka: .

Pengamanan Multi-Instrumen H:ku:Muli:i Penerapan Kecepatan,
Hukum: Sanksl Kebijakan [~ * Ketepatan,

ot ReRty/ el Simbolik + Konsistensi,

Admin, Pidana,
Doors | | * Kolaborasi

Perdata

Pengua!an
Keb«jahn SOP,
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Teknologi &
Sistem Informasi )

Inovasi & Science- |
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Penguatan Sarana
& Prasarana
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Penguatan PPLH, “ ‘
ll\
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Gambar I1.21 - Peta Strategi Ditjen Penegakan Hukum LHK
Ditjen Penegakan Hukum LHK mengembangkan suatu Peta Strategi sebagai
suatu rencana gerak langkah pencapaian sasaran, perwujudan target, serta

pendayagunaan sumber-sumber daya.
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Peta Strategi terdiri dari 5 perspektif, yaitu: Perspektif Sumber

Daya dan Kekuatan, Perspektif Proses Internal, Perspektif Jejaring
Kemitraan dan Pemangku Kepentingan, Perspektif Sumber Daya
Finansial, Perspektif Sasaran Strategis Program Penegakan Hukum
Kementerian LHK. Dalam tiap perspektif terdapat tujuan dan proses
kunci. Tujuan dan proses kunci ini mencerminkan pihak-pihak, unit-
unit, dan/atau langkah-langkah yang diperlukan, sebagai elemen-
elemen strategis.
Perspektif Sumber Daya dan Kekuatan merupakan modal, enabler,
penunjang, untuk Ditjen Penegakan Hukum LHK menjalankan proses-
proses internalnya. Melalui proses-proses internal tersebut, diarahkan
agar Jejaring Kemitraan dapat dikembangkan dan dimobilisasi, serta
agar Pemangku Kepentingan dapat dilayani dengan efektif serta
disinergikan. Selain itu, dengan memanfaatkan Sumber Daya dan
Kekuatan, melalui proses-proses internal, Ditjen Pnegakan Hukum LHK
diarahkan untuk mendayagunakan sumber-sumber daya finansial yang
diperlukan untuk mewujudkan berbagai program, kegiatan, serta
mengisi kekurangan yang telah diprioritaskan.

Dengan Sumber Daya dan Kekuatan, melalui Proses-proses
Internal, serta bersama Jejaring Kemitraan, Pemangku Kepentingan, dan
pendayagunaan secara efektif sumber-sumber daya finansial, maka
Ditjen PHLHK akan mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang
diembannya, sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan keamanan
lingkungan dan hutan, sebagai bagian penting dari amanat yang
diemban KLHK.

Peta Strategi digunakan, karena dalam merencanakan dan
melaksanakan langkah-langkah strategis, diperlukan gerak langkah,
arah dan sumber daya yang terpadu serta jelas keterkaitan satu dengan
yang lainnya. Berdasarkan Peta Strategi ini, kemudian sasaran dan
target untuk tiap Unit Kegiatan, dikembangkan, dipadukan dan
diselaraskan. Hal ini diuraikan pada bagian-bagian selanjutnya.
Pentingnya penggunaan Peta Strategi adalah karena sifatnya yang

komprehensif, yaitu mempertimbangkan berbagai perspektif sekaligus
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juga menyelaraskan satu perspektif dengan yang lainnya, dan
memadukan keterkaitan antara satu tujuan dan proses dengan yang

lainnya

2.2 PENDEKATAN PENEGAKAN HUKUM

Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanan dengan
tujuan penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat lebih baik
mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan
peningkatan

kapasitas penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan hukum dibuat
untuk mendukung pendaya gunaan strategi yang akan di implementasikan dan
diharapkan dapat memberikan terobosan-terobosan dalam mendukung dan
mengawal kegiatan penegakan hukum.

Pendekatan Penegakan Hukum yang akan digunakan antara lain:
Peningkatan kapasitas penegakan hukum, Penerapan Multi Instrumen Hukum,

Penerapan Multi Rejim Hukum (Multidoors), dan Penerapan Kebijakan Simbolik.
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Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit
pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum

lingkungan hidup dan kehutanan.
Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai fungsi :

1. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum
lingkungan hidup dan kehutanan;

2. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan ganggungan dan
ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;

3. Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada

wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;

Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;

Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum;

I

. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai;



Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
KehutananKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPALA
BALAI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
[ l |
SEKSI SEKSI SEKSI
WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III
EEENEEENEEEREEEE
: KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

Seksi Wilayah di Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai fungsi:

1. Pengamanan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, sosialisasi kegiatan yang
berpotensi menimbulkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan
hidup dan kehutanan;

2. Pengawasan, melaksanakan penyusunan rencana program penurunan gangguan
ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan
dan ancaman kerusakan lingkungan dan melaksanakan pemantauan dan pelaporan

pelanggaran terhadap ijin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

3. Penyidikan, koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan

penyidikan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
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Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
KehutananKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TABEL RINCIAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Pagu Pagu
Penegakan Hukum Lingkungan Sebelum Setelah Self
Program Hidup dan Kehutanan Selfblocking | Selfblocking blocking
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan 75,313,590 599,275 | 74,714,315
Pencegahan dan Pengamanan Hutan 17,885,214 4,903,275 | 12,981,939
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 8,116,924 369,813 7,747 111
Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 17,805,616 4,171,100 | 13,634,516
Penegakan Hukum Pldana 13,730,410 400,000 | 13,330,410
Jumlah | 132,851,754 | 10,443,463 | 122,408,291
BPPH LHK SUMATERA 8,173,954 3,600,000 4,573,954
5428 Pencegahan dan Pengamanan Hutan 5,306,974 2,309,570 2,997,404
Penanganan Pengaduan, Pengawasan
5430 dan Sanksi Administrasi 628,180 488,530 139,650
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
5431 Hidup dan Kehutanan 2,238,800 801,900 1,436,900
BPPH LHK JABALNUSRA 8,008,710 3,600,016 4,408,694
5428 Pencegahan dan Pengamanan Hutan 4,283,789 1,658,100 2,625,689
Penanganan Pengaduan, Pengawasan
5430 dan Sanksi Administrasi 2,734,245 1,247,528 1,486,717
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
5431 Hidup dan Kehutanan 990,676 694,388 296,288
BPPH LHK KALIMANTAN 8,570,223 3,820,000 4,750,223
5428 Pencegahan dan Pengamanan Hutan 7,279,203 2,896,450 4,382,753
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
5431 Hidup dan Kehutanan 1,291,020 923,550 367,470
BPPH LHK SULAWESI 7,231,480 3,600,000 3,631,480
5428 Pencegahan dan Pengamanan Hutan 4,545,373 1,959,247 2,586,126
Penanganan Pengaduan, Pengawasan
5430 dan Sanksi Administrasi 1,441,167 990,468 450,699
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
5431 Hidup dan Kehutanan 1,244,940 650,285 594,655
BPPH LHK MALUKU PAPUA 8,645,039 4,000,000 4,645,039
5428 Pencegahan dan Pengamanan Hutan 7,206,049 3,193,590 4,012,459
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
5431 Hidup dan Kehutanan 1,438,990 806,410 632,580
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Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
KehutananKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penutup:

Rencana Kerja 2016 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat
apa yang telah di capai di tahun 2015, namun demikian didalamnya
memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan
tahun 2017. Dengan demikian, Rencana Kerja 2016 ini menjadi media
yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya,
seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja
diharapkan dapa dipastikan kemanfaatannya di dalam mendukung
secara langsung pemenuhan kinerja. Pemantauan dari upaya
pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal
dalam bentuk audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal diharapkan
dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan di tuangkan

ke dalam LAKIP Kementerian Tahun 2016.
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